BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dapat dipastikan bahwa pada era penerapan teknologi informasi 4.0 setiap
aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat selalu membutuhkan adanya
jaminan keadilan (gerechtigkeit), kemanfaatan (zweckmassigkeit), dan kepastian
hukum (rechtssicherheit), terutama dalam melakukan transaksi bisnisnya.
Mengingat hampir seluruh masyarakat dalam melakukan transaksi bisnis
menggunakan Alat Pembayaran Elektronik (APE) yang rentan dengan berbagai
risiko perbankan, diantaranya risiko fraud berupa penyalahgunaan data Nasabah
oleh pihak ketiga di luar bank, yang kemudian dikenal dengan skimming. Oleh
karena itu, peranan Otoritas Jasa Keuangan selaku otoritas pengawasan bank
dalam menggunakan supervisory authority-nya menjadi pilar utama dalam
mewujudkan Tata Kelola Perbankan yang baik guna meminimalisir segala
bentuk resiko.

Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) yang
selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Perbankan, keberadaan Perbankan
di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang
pelaksanaan Pembangunan Nasional terutama dalam meningkatkan pemerataan,

pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional menuju peningkatan



kesejahteraan rakyat banyak.! Dalam usaha mencapai tujuan Pembangunan
Ekonomi Nasional tersebut, Perbankan sesuai fungsinya memiliki peranan yang
strategis sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat secara efektif dan
efisien dengan berasaskan demokrasi ekonomi.? Melihat begitu strategisnya
peranan lembaga perbankan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional
tersebut, maka terhadap lembaga perbankan juga diperlukan adanya
ketersediaan peraturan perundang-undangan yang komprehensif dan sistematis
dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sehubungan dengan itu, tersedianya
peraturan yang efektif, konsisten, tidak tumpang tindih (overlapping), dan/atau
tidak bertentangan satu sama lain menjadi hal yang penting untuk menjaga
kepercayaan masyarakat terhadap dunia Perbankan. Selain itu, perlu disadari
bahwa substansi suatu peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan
refleksi dari suatu kebijakan (political will) yang ditindaklanjuti dengan proses
pembuatan keputusan (policy-making), dan proses pembuatan suatu ketentuan
hukum (law-making process). Oleh karenanya, pemahaman yang nyata atas
permasalahan dunia usaha, termasuk dunia usaha di Sektor Perbankan,
merupakan suatu kebutuhan mutlak bagi para pembuat kebijakan (policy maker)
dan pembuat peraturan perundang-undangan (law maker).?

Dalam artian hukum sebagai economic tools untuk mencapai peningkatan
kesejahteraan (maximization of happiness), Teori Efisiensi (Efficiency Theory)
dipandang sebagai salah satu teori besar dalam ilmu hukum yang menganalisa
suatu aturan hukum menggunakan konsep-konsep ekonomi untuk menjelaskan

akibat-akibat hukum, mengevaluasi dan mengestimasi sifat dasar, kemampuan

"Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.
10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 4.

2]bid., Pasal 2.

3David Kairupan, Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group, 2013), h. 7
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dan kualitas suatu produk hukum yang efisien dan ekonomis, sehingga dapat
diprediksi produk hukum seperti apa dan yang bagaimana patut diberlakukan.*
Efisiensi atas aturan hukum sebagaimana dimaksud akan dianalisa
menggunakan Pendekatan Economic Analysis of Law melalui Metode Cost
Benefit Analysis (CBA) dan Regulatory Impact Analysis (RIA) untuk
mengetahui dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang telah atau
akan dikeluarkan dapat mengoptimalisasikan kesejahteraan masyarakat. Hal ini
menjadi salah satu pertimbangan yang sangat penting mengingat tingkat
kesadaran masyarakat akan hukum masih lemah dan dibutuhkan beberapa
tahapan untuk mengubah pola pikir dan sikap masyarakat terhadap hukum.
Demikian halnya dengan kehadiran berbagai kebijakan yang ada saat ini di
Sektor Perbankan terutama dalam era digitalisasi 4.0 yang segala transaksi
bisnis mengarah pada penggunaan Alat Pembayaran Elektronik (APE). Oleh
karena itu, diharapkan segala kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah wajib
memenuhi kebutuhan masyarakat akan keadilan (gerechtigkeit), kemanfaatan
(zweckmassigkeit), dan kepastian hukum (rechtssicherheif) dalam melakukan
transaksi bisnis. Salah satu wujud konkrit yang telah dilakukan oleh Pemerintah
adalah dengan secara khusus membentuk suatu lembaga independen untuk
mengantisipasi dan menangani berbagai permasalahan di Sektor Perbankan,
yakni Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK).

Sehubungan dengan pentingnya peranan Sektor Perbankan bagi kestabilan
dan kemajuan perekonomian suatu negara, industri Perbankan dituntut untuk
selalu memperhatikan dan memperkuat kualitas pengawasan dan efektivitas

manajemen risikonya sebagai bagian dari Sistem Tata Kelola Perbankan yang

“Fajar Sugianto, Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-Ekonomian Tentang Hukum Seri 1 Pengantar
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 32.
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dikenal sebagai Good Corporate Governance. Sinergitas di antara keduanya
sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan bank yang sehat, meminimalisir
berbagai risiko dari usaha bank, melindungi kepentingan Nasababh,
mempertahankan citra bank sebagai lembaga kepercayaan, dan mewujudkan
keamanan serta kestabilan sistem keuangan. Demikian halnya dengan risiko
fraud berupa skimming di Sektor Perbankan yang memiliki pengaruh besar bagi
kegiatan operasional Bank.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang No. 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 142; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901) yang selanjutnya disebut
sebagai Undang-undang Bank Indonesia, Bank Indonesia adalah Bank Sentral
Republik Indonesia dan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak
lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang Bank
Indonesia.> Keberadaan Bank Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk
mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dalam mendukung
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan
rakyat.® Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Bank Indonesia, Bank Indonesia

memiliki 3 (tiga) tugas pokok untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu menetapkan

SUndang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank
Indonesia Menjadi Undang-Undang, Pasal 4 ayat (1) dan (2).

®Ibid., Pasal 7 ayat (1).



dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem
pembayaran, serta mengatur dan mengawasi Bank. Dalam hal ini tugas
pengaturan dan pengawasan perbankan yang dimiliki oleh Bank Indonesia
hanya sebatas mengenai macroprudential, yakni pengaturan dan pengawasan
terhadap segala resiko perbankan yang berdampak sistemik dan berpotensi
mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan.” Sedangkan, tugas
pengaturan dan pengawasan bank yang berkaitan dengan microprudential telah
dialihkan oleh Bank Indonesia kepada OJK selaku lembaga independen yang
mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang untuk melakukan pengaturan,
pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dinyatakan dalam
Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) yang
selanjutnya disebut Undang-undang OJK. Kewenangan microprudential
terhadap perbankan Nasional tersebut meliputi kelembagaan, kesehatan, aspek
kehati-hatian, dan pemeriksaan bank.®

Di Indonesia, permasalahan fraud pada kartu ATM/Debet’ selama 11
(sebelas) tahun terakhir, yakni sejak pertama kali peraturan mengenai
penyelenggaraan APMK diterbitkan tahun 2009 sampai dengan tahun 2020
selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan Laporan Bank Indonesia tentang
Perkembangan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah dan Laporan

Bidang Pengawasan Perbankan yang diterbitkan oleh Departemen Penyidikan

"Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Penjelasan Pasal 69 ayat (1).

81bid.

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan
Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank
Indonesia No. 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBLI/2009 Tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Kartu ATM/Debet merupakan salah
satu Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) yang termasuk ke dalam kategori System Wide
Important Payment Systems (SWIPS).
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OJK, sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2020 akumulasi jumlah kasus
fraud terhadap kartu ATM/Debet yang sebagian besar fraud dengan
menggunakan metode skimming adalah sebanyak 37.182 kasus. Perkembangan
jumlah kasus fraud terhadap kartu ATM/Debet tersebut menunjukkan bahwa
angka kriminalitas di Sektor Perbankan semakin tinggi dan karenanya akan
memunculkan kekhawatiran bagi para Nasabah, baik mengenai kerahasiaan data
pribadi maupun simpanannya. Patut diduga bahwa meningkatnya kasus fraud
ini sebagai akibat tidak adanya ketentuan yang mengatur secara khusus
mengenai penanganan skimming.

Pada saat ini di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundangan yang
bertujuan untuk melindungi nasabah pengguna Kartu ATM/Debet. Berdasarkan
Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2018
Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum
beserta Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6235)
yang selanjutnya disebut POJK 12/2018, Bank dalam memperluas akses
keuangan masyarakat dapat menyelenggarakan layanan produk perbankan
berbasis teknologi antara lain berupa Layanan Perbankan Elektronik
(Electronic Banking), yang diantaranya meliputi Automated Teller Machine
(ATM).!® Dalam setiap penyelenggaraan Layanan Perbankan Elektronik
tersebut, Bank diwajibkan memiliki suatu kebijakan, sistem, prosedur, dan
kewenangan untuk setiap Layanan Perbankan Elektronik yang diterbitkan

dengan memenuhi prinsip manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian.!!

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan
Digital Oleh Bank Umum beserta Penjelasannya, Penjelasan Pasal 3
"Jbid., Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (4)



Ketentuan senada juga diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431) yang selanjutnya disebut
POJK 1/2013, yang mewajibkan setiap Bank untuk memiliki dan menerapkan
suatu kebijakan yang dituangkan dalam standar prosedur operasional (SOP)
sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Apabila dalam
pelaksanaan Layanan Perbankan FElektronik terdapat ketidakpuasan dari
Nasabah yang diantaranya memuat kerugian finansial, maka Nasabah dapat
menyampaikan pengaduan kepada Bank dan OJK.!? Pemberian fasilitas
penyelesaian pengaduan Konsumen oleh OJK ini hanya dilakukan terhadap
pengaduan yang berindikasi sengketa di sektor jasa keuangan dan harus
memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya adalah Bank telah melakukan
upaya penyelesaian pengaduan namun Nasabah tidak dapat menerima
penyelesaian tersebut atau telah melewati batas waktu sebagaimana ditetapkan
dalam POJK 1/2013.

Mendasarkan pada penjabaran di atas, diketahui bahwa dalam kaitannya
dengan skimming di Sektor Perbankan, OJK memiliki kewenangan untuk
memberikan perlindungan bagi Nasabah selaku pengguna layanan perbankan
elektronik. Meskipun peraturan yang telah dikeluarkan tidak terdapat
pertentangan, namun hal ini menimbulkan ketidakjelasan bagi Nasabah dalam
mengajukan pengaduan untuk penyelesaian penanganan terjadinya skimming.
Apabila kewenangan pengaturan dan pengawasan Bank dalam penanganan

fraud sebagaimana telah dimandatkan kepada lembaga termaksud tidak segera

2Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa
Keuangan, Pasal 32 dan Pasal 40.
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1.2

didudukkan sebagaimana mestinya, dikhawatirkan akan mengganggu Sistem
Tata Kelola Perbankan secara Nasional mengingat perkembangan kasus
skimming di Indonesia semakin meningkat. Dengan mendasarkan pada
berbagai hasil identifikasi permasalahan tersebut, maka perlu mengkaji secara
mendalam terhadap pengaturan mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan
dalam penanganan terjadinya skimming, dan implementasi kewenangan Otoritas
Jasa Keuangan dalam penanganan terjadinya skimming dan dampaknya
terhadap Sistem Tata Kelola Perbankan. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul: “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan
Dalam Penanganan Skimming dan Dampaknya Terhadap Sistem Tata

Kelola Perbankan”.

Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka permasalahan yang

Penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan
dalam penanganan terjadinya skimming?

2. Bagaimana implementasi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam
penanganan terjadinya skimming dan dampaknya terhadap Sistem Tata

Kelola Perbankan?



1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menelusuri, menemukan, dan menganalisis pengaturan
mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam penanganan
terjadinya skimming.

2. Untuk mengetahui, menelusuri, menemukan, dan menganalisis
implementasi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam penanganan
terjadinya skimming dan dampaknya terhadap Sistem Tata Kelola

Perbankan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat
dan kalangan akademisi hukum mengenai permasalahan di bidang
Perbankan, khususnya terhadap pengaturan mengenai kewenangan
Otoritas Jasa Keuangan dalam penanganan skimming, dan implementasi
kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam penanganan terjadinya
skimming dan dampaknya terhadap Sistem Tata Kelola Perbankan.

1.4.2 Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan praktisi
perbankan dan masyarakat terhadap pengaturan mengenai kewenangan
Otoritas Jasa Keuangan dalam penanganan skimming, dan implementasi
kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam penanganan terjadinya

skimming dan dampaknya terhadap Sistem Tata Kelola Perbankan.



1.5 Sistematika Penulisan

BAB1

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang, permasalahan,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan mengenai Teori Efisiensi dan Teori
Kewenangan.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian, tipe
penelitian, pendekatan masalah, metode pengumpulan bahan hukum,
dan analisis data.

PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang pengaturan mengenai kewenangan
Otoritas Jasa Keuangan dalam penanganan terjadinya skimming
implementasi dan dampak penanganan skimming terhadap Sistem

Tata Kelola Perbankan.

PENUTUP

Dalam bab ini menyampaikan mengenai kesimpulan dari hasil
penelitian atas pengaturan tentang kewenangan Otoritas Jasa
Keuangan dalam penanganan terjadinya skimming, dan implementasi
kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam penanganan terjadinya
skimming dan dampak penanganan skimming terhadap Sistem Tata

Kelola Perbankan.
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